BIDANG

Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG
USAHA TERBUKA DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penanaman Modal perlu menyusun Peraturan
Bupati tentang Bidang Usaha Terbuka di
Bidang Penanaman Modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Bidang
Usaha Terbuka di Bidang Penanaman Modal;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang No. 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2021 tentang Undang-Undang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021

tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
128);

. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021

tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 297);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BIDANG USAHA
TERBUKA DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.



10.

11.

12.

Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan
usaha yang dilakukan untuk memproduksi
barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh Penanam Modal
dalam negeri maupun Penanam Modal asing
untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia.

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan
usaha yang melakukan penanaman modal yang
dapat berupa penanam modal dalam negeri dan
penanam modal asing.

Bidang Usaha yang Terbuka adalah Bidang
Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam
rangka Penanaman Modal.

Bidang Usaha yang Tertutup adalah Bidang
Usaha tertentu yang dilarang diusahakan
sebagai kegiatan Penanaman Modal.

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan
adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat
diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal
dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta
Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi
tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal
dari negara Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN).

Kemitraan adalah kerja sama dalam kegiatan
penanaman modal untuk Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan baik langsung
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip
saling memerlukan, mempercayai, memperkuat,
dan menguntungkan yang melibatkan pelaku
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha
besar.

Usaha Besar adalah skala usaha sebagaimana
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan
ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk /
output baik berupa barang maupun jasa,
berdasarkan lapangan wusaha/Bidang Usaha
yang digunakan sebagai acuan standar dan alat
koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi
penyelenggaraan statistik.



13. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang

(1)

selanjutnya disingkat dengan UMKM adalah
usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II
BIDANG USAHA

Pasal 2

Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan
Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:

a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman
Modal; atau

b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan
oleh Pemerintah Pusat.

Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat
komersial.

Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalah:

a. budi daya dan industri narkotika golongan I;

b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau
kasino;

c. penangkapan spesies ikan yang tercantum
dalam Appendix I Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora,

d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan
pemanfaatan atau pengambilan karang dari
alam yang digunakan untuk bahan
bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan
souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau
koral mati dari alam;

e. industri pembuatan senjata kimia;

industri bahan kimia industri dan industri
bahan perusak lapisan ozon; dan

g. industri minuman keras mengandung alkohol

(KBLI 11010), industri minuman
mengandung alkohol: anggur (KBLI 11020),

dan industri minuman mengandung malt
(KBLI 11031).



(4)

(2)

Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat
dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan
yang bersifat pelayanan atau dalam rangka
pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis
dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan
dengan pihak lainnya.

Pasal 3

Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:

a. Bidang Usaha yang dialokasikan atau
kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;

b. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu;
dan

c. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam
huruf a dan huruf b.

Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dapat diusahakan oleh semua
Penanam Modal.

Pasal 4

Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan
dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
merupakan:

a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi
Koperasi dan UMKM; dan

b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha
Besar yang bermitra dengan Koperasi dan
UMKM.

Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi
dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan
teknologi atau yang menggunakan teknologi
sederhana;

b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan
proses, bersifat padat karya, serta
mempunyai warisan budaya yang bersifat
khusus dan turun-temurun; dan/atau

c. modal wusaha kegiatan tidak melebihi
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
di luar nilai tanah dan bangunan.

Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar
yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan berdasarkan kriteria:



(4)

a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh
koperasi dan UMKM; dan/atau

b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk
dalam rantai pasok Usaha Besar.

Daftar Bidang Usaha yang dialokasikan atau
kemitraan dengan Koperasi dan UMKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia, dialokasikan untuk
Koperasi dan UMKM, kemitraan, dan sektor
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, ketentuan
mengenai alokasi dan kemitraan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi
Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom
Bidang Usaha tersebut.

Koperasi dan UMKM yang bergerak pada Bidang
Usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan telah mencapai skala Usaha
Besar, dapat melanjutkan kegiatan usaha
dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) harus menerapkan pola kemitraan
dengan Koperasi dan UMKM lainnya pada Bidang
Usaha yang dialokasikan.

Pasal 5

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b merupakan Bidang Usaha yang dapat
diusahakan oleh semua Penanam Modal
termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. persyaratan Penanaman Modal untuk
Penanam Modal dalam negeri;

b. persyaratan Penanaman Modal dengan
perizinan khusus; atau

c. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu
bidang usaha yang dibatasi dan diawasi
secara ketat serta diatur dalam peraturan
perundang-undangan tersendiri di bidang
pengendalian dan pengawasan minuman
beralkohol.



(2) Daftar Bidang Usaha dengan persyaratan
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, hurufb, dan huruf c yang merinci Bidang
Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia, dan persyaratan tercantum dalam
Lampiran [I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, ketentuan
mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang
Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang
Usaha tersebut.

(4) Bidang Usaha dengan persyaratan Penanaman
Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi:

a. perdagangan besar minuman
keras/beralkohol (importir, distributor, dan
sub distributor) (KBLI 46333); dan

b. perdagangan eceran minuman keras atau
beralkohol (KBLI 47221).

Pasal 6

(1) Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan
dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal
dilakukan berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria masing-masing Bidang
Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan
dalam rangka Penanaman Modal untuk Bidang
Penanaman Usaha keuangan dan Bidang Usaha
perbankan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidangnya masing-masing.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai
kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha
Pcnanaman Modal tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 November 2021

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

g| Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH, SH
Penata Tingkat I
NIP.19790801 200501 2 010
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